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[bookmark: _GoBack]BAB I
PENDAHULUAN
1.1.  Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan serangkaian usaha yang sangat efektif untuk mencapai kemajuan bangsa akan berwujud secara nyata dengan usaha untuk menciptkan ketahanan nasional. Keberhasilan suatu sistem pendidikan dikatakan baik dengan menghasilkan Sumber Daya Manusia yang bermutu, berkemampuan dan memiliki kemauan untuk senantiasa meningkatkan kualitasnya secara terus menerus. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah di nyatakan secara tegas bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.
Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat adapun penjabaran lebih lanjut mengenai pendidikan tersebut yaitu tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31, ayat 1 yang berbunyi “Setiap Warga Negara berhak mendapatkan pendidikan” pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. Ayat 2 yang berbunyi “Setip warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya” Pendidikan bukan hanya sebatas di sekolah (formal) tapi pendidikan di luar sekolah (informal) juga diperlukan, seperti kursus, bimbel les dan lain sebagainya. Pendidikan di Indonesia masih perlu dibenahi agar semakin baik untuk kedepannya, karena dengan pendidikan yang baik akan mampu mengubah negeri ini menjadi lebih baik, dan akan sempurna lagi jika kesuksesan itu di tunjang dengan pendidikan yang baik pula, agar dapat mengoptimalkan kesuksesan yang sudah di dapat.
Sebagaimana kita ketahui bahwasannya pendidikan sangat penting bagi masyarakat untuk masa depan yang cerah, untuk menunjang masa depan yang lebih baik lagi, tetapi pada kenyataannya masih banyak anak bangsa yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak, banyak anak-anak yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi yang mejauhkan masyarakat untuk menjangkaunya, dan banyak anak-anak yang lebih memilih bekerja tidak melanjutkan sekolah dasar sampai tamat, sementara sudah kita ketahui bahwasannya anak-anak itu melanjutkan bangsa ini untuk kedepannya. apa yang terjadi pada bangsa ini kedepannya tergantung dengan anak-anak di generasi sekarang dan generasi yang akan datang. apa yang akan terjadi dengan bangsa kita jika generasi penerusnya tidak mendapatkan pendidikan yang semestinya. 
Untuk mengatasi permasalahan pendidikan karena faktor keterbatasan ekonomi tersebut, pemerintah mengeluarkan program kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah penanda atau identitas bagi penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), kartu ini digunakan untuk memberi jaminan dan kepastian bagi anak-anak usia sekolah yang terdaftar. kebijakan pemerintah meluncurkan Kip untuk mengatasi masalah yang kerap kali terjadi karena masih banyak siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dan sangat rentan terhadap terjadinya putus sekolah. Hal ini yang disebabkan karena perekonomian keluarga yang tidak mampu, sehingga anak tersebut memutuskan untuk berhenti sekolah. Sumber dana program ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara perubahan (APBN-P), undang-undang yang mengatur pelaksanaan program KIP tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar.
Progam ini merupakan program kerja sama dengan tiga kementrian yaitu Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementrian Sosial (Kemensos), serta Kementrian Agama (Kemenag). Kartu Indonesia Pintar merupakan pemberian bantuan untuk pendidikan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada anak usia sekolah (usia 6-21 tahun). Yang berasal dari keluarga miskin, kurang mampu. 
Tujuannya yaitu untuk meningkatkan akses pendidikan, membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal (mulai SD/MI hingga anak lulus SMA/SMK/MA) maupun non formal, seperti paket A hingga paket C serta kursus standar melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya, dan KIP di harapkan dapat meringankan biaya peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung.
Salah satu sekolah yang ada di Kecamatan Klangenan yang memiliki siswa penerima bantuan Program Kartu Indonesia Pintar adalah SD Negeri 1 Klangenan. SD Negeri 1 Klangenan terletak di Desa Klangenan Jl. Nyimas Endang Geulis, Klangenan, Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon. Terdapat 104 siswa yang diusulkan oleh Program Indonesia Pintar dan yang menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar. masing-masing siswa di sekolah ini menerima bantuan sebesar Rp. 225.000, pada tahun pelajaran semester genap dan pada tahun pelajaran semester gasal menerima dana sebesar Rp. 450.000. Dana ini tujuannya digunakan untuk membeli perlengkapan kebutuhan sekolah, diantara lain untuk membeli tas, buku alat tulis dan keperluan sekolah lainnya.
Namun yang terjadi adalah masih ada siswa yang berasal dari keluarga yang mampu secara materi terdaftar sebagai penerima KIP serta masih ada siswa yang tergolong tidak mampu secara materi tidak terdaftar dalam penerimaan dana KIP, penerima KIP kurang tepat sasaran. Padahal yang seharusnya pemerintah meluncurkan program ini yang dikhususkan bagi siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu supaya mendapatkan kesempatan dalam menempuh pendidikan yang sama. Fungsi dari dana program ini adalah pemberian buku serta alat tulis sekolah, pemberian seragam sekolah, perlengkapan sekolah, dan keperluan lainnya yang berkaitan dengan sekolah.	
Permasalahan lain yang terjadi dalam Program Kartu Indonesia Pintar ini belum berjalan secara maksimal sebagaimana yang di harapkan hal ini terlihat dari masih rendahnya pengetahuan wali murid tentang peruntukkan bantuan KIP dalam pemberian bantuan ini kurangtepat sasaran, terdapat penyalahgunaan pemanfaatan bantuan dana program kartu Indonesia pintar oleh penerima bantuan KIP tersebut, sehingga terjadi kesulitan bagi pemerintah untuk mengawasi karena penyaluran dana tersebut langsung ke orang tua siswa dan orang tua siswalah yang mengelola sehingga pihak sekolah tidak mengetahui dengan jelas dana tersebut digunakan untuk apa saja. Pada saat wali murid tidak bisa mengelola dana KIP dengan baik maka akan terjadi banyak penyalahgunaan dari dana tersebut untuk pribadi melainkan ini untuk kebutuhan pendidikan anak, penerima bantuan dana KIP di jadikan ketergantungan oleh orang tua siswa. Dan masih banyak yang belum memahami pemberkasan data pencairan KIP, masih kurang pahamnya wali murid dalam pemberkasan sehingga masih banyak yang di bantu oleh pihak sekolah.
Adanya kebijakan program Kartu Indonesia Pintar yang berasal dari pusat ini mendorong untuk mengimplementasikannya secara operasional. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang lebih rinci mengenai Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang hasilnya dituangkan dalam bentuk proposal dengan judul sebagai berikut
 “Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon (Lokasi Penelitian SD Negeri 1 Klangenan Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon) “

1.2.  Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian Latar Belakang masalah tersebut, maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu :
 Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di sekolah dasar belum optimal, sebagaimana terlihat dari belum terlaksannya mekanisme pemberian, pengeluaran dana bantuan Kartu Indonesia Pintar Sekolah Dasar.

1.3.  Identifikasi Masalah 
Sesuai permasalahan diatas, maka identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di SD Negeri 1 Klangenan Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sekolah dasar di SD Negeri 1 Klangenan Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon?
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan dalam Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SD Negeri 1 Klangenan Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon?

1.4. [bookmark: _Toc99614648] Tujuan Penelitian Masalah
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SD Negeri 1 Klangenan Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan faktor penghambat yang menentukan Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SD Negeri 1 Klangenan Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang di lakukan dalam Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di SD Negeri 1 Klangenan Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon.

1.5.  Kegunaan Penelitian
Kegunaan dari masalah di atas penulis harapkan adalah sebagai berikut :
1.5.1. Kegunaan Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan bagi akademisi dan masyarakat berguna untuk menambah informasi serta wawasan pemikiran khususnya pengembangan ilmu politik tentang kebijakan pemerintah terkait Program Kartu Indonesia Pintar.
b. Dengan penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang Implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar di SD Negeri 1 Klangenan Kecamatan	 Klangenan.
c. Untuk pengembangan ilmu Administrasi Publik, Khususnya kajian implementasi kebijakan publik yaitu dalam Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di SD Negeri 1 Klangenan Kecamatan Klangenan.
d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan acuan dalam penelitian selanjutnya dengan masalah yang lama.
1.5.2. Kegunaan Praktis
a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan yang luas dan diharapkan mampu membantu proses pembelajaran secara akademik dalam lingkungan kampus khususnya fakultas ilmu sosial dan budaya (FISIB)
b. Untuk memberikan masukan kepada kepala pemerintah Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon, terutama kepada SD Negeri 1 Klangenan dalam rangka penyempurnaan implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar di kabupaten Cirebon, sehingga hasilnya bisa di jalankan lebih efektif lagi.
c. Untuk memberikan saran sebagai perbaikan terhadap Koordinator Pendidikan Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar khususnya di SD Negeri 1 Klangenan Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon.
d. Bagi siswa dan masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan kemauan siswa untuk menempuh pendidikan sampai tamat.
e. Bagi pembaca, penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana dalam menemukan informasi untuk penelitian.
f. Bagi peneliti, dapat dijadikan sebagai modal awal dalam pembuatan Skrispsi nanti.

1.6.  Kerangka Pemikiran 
Implementasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Intinya, implementasi dapat dilakukan bila sudah terdapat rencana atau konsep acara yang hendak dilakukan.
Hasil implementasi dari rencana tersebut diharapkan mencapai tujuan secara maksimal dan tidak mengecawakan orang-orang yang sudah menantikannya. proses pelaksanaan menitikberatakan pada sistem atau mekanisme perencanaan.
Pengertian lainnya Implementasi merupakan rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan suatu kebijakan dalam masyarakat sehinga kebijakan tersebut mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup tiga hal yaitu: pertama persipan seperangkat pengaturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakan kegiatan implementasi seperti sarana dan prasaranadan penetapan siapa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Ketiga, bagaimana menyapaikan kebijkan tersebut secara lengkap kepada masyarakat. Implementasi pada hakikatnya upaya pemahaman terhadap apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dengan begitu implementasi merupakan proses kebijakan yang paling kompleks dan sangat menentukan keberhasilan yang ditetapkan.
Tujuan dari implementasi adalah untuk menerapkan dan mewujudkan rencana yang telah disusun menjadi bentuk nyata. Hal itu karena dalam menyusun suatu rencana disusun pula tujuan-tujuan yang akan dicapai. Dengan demikian, implementasi secara praktis bisa dikatakan sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan terkait.
Kata Implementasi berasal dari bahasa inggris “implementation” yang berarti penerapan atau pelaksanaan. 
Menurut Edwards III dalam Anggara (2014 : 249) menyatakan bahwa : “implementasi diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan, yang berada di antara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan”.
Sedangkan kebijakan adalah rangkaian konsep asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program dan pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya.
Menurut Carl Friedrich dalam Agustino (2014:7) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah : 
“serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseoang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untu mencapai tujuan yang dimaksud”
Menurut Agustino (2014:8) ada beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik :
1. Pada umumnya Kebijakan Publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu dari pada perilaku yang berubah atau acak.
2. Kebijakan Publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah. Misalnya, suatu kebijkan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaanya.
3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi,atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan, secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
5. Kebijakan publik, paling tidak secara positif, di dasarkan pada Hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.
Implementasi Kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah  kebijakan dapat mencapai tujuannya.
Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.
Sedangkan menurut Edwards III dalam Winarno (2012 : 177) mengemukakan bahwa : “Implementasi Kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik”
Edwards III dalam Agustino ( 2017: 136) mengemukakan bahwa terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu :
1. Communication ( komunikasi )
2. Resources ( sumber daya )
3. Disposition ( disposisi )
4. Bureaucratic structure ( struktur birokrasi )
Keempat faktor tersebut dijadikan teori dalam penyusunan proposal ini sehingga pada uraian selanjutnya secara lebih rinci. 
1. Communication ( Komunikasi )
Komunikasi merupakan suatu proses dimana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi dan masyarakat menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain.
Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan keibijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten, komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan ditetapkan dalam masyarakat.
Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu :
a. Transmisi : penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebagiankan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkata birokrasi.
b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi Implementasi, pada aturan tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada aturan yang lain hal tesebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Resources (Sumber daya)
Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Dengan demikian, sumber-sumber dapat merupakan faktor yang pennting dalam melaksanakan kebijakan publik, Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu :
a. Staf; sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebagiankan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
b. Informasi; informasi merupakan sumber penting yang kedua dalam implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlihat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
c. Wewenang; sumber lain yang penting dalam pelaksanaan adalah wewenang. Pada umumnya keewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legtimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat mengaggalkan proses implementasi kebijakan.
Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektvitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannnya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.
d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.


3. Disposition (disposisi)
Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.
Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edwards III adalah :
1. Efek Disposisi, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.
2. Pengaturan birokrasi, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangakatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
3. Insentif,   Edward menyatakan bahwa adalah salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya oang bertindak menurut kepentingan mereka sendir, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.
4. Bureaucratic structure (struktur birokrasi)
Edward III yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan pubik adalah struktur biokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan. Tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menurut adanya kerjasama banyak orang. Ketika birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebagiankan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.
Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, adalah : 
Melakukan standar operating prosedures (SOPs) dan melaksanakan fragmentasi. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/ administratur/ birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.
Masalah yang ditemukan di lokasi penelitian yaitu : Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia pintar (KIP) di Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon (lokasi penelitian SD Negeri 1 Klangenan Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon)
· Indikasi-indikasi dari masalah tersebut yaitu : 
1. Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kecamatan Klagenan belum optimal yang disebabkan ketidaktepat sasaran. Masih ada siswa kaya yang menerima dana kartu Indonesia pintar dan siswa miskin tidak menerima kartu Indonesia pintar.
2. Kesadaran orang tua tentang pengunaan dana Kip masih sangat rendah. Terlihat dari masih banyaknya dana Kip yang digunakan untuk kebutuhan diluar sekolah padahal semestinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah.
3. Wali murid masih belum paham pencairan dana Kip, dan masih banyak yang kurang lengkap dalam memenuhi persyaratan sehingga masih dibantu oleh pihak sekolah.
· Teori yang digunakan adalah teori tentang faktor-faktor implementasi kebijakan menurut Edwards III yang terdiri dari :
1. Komunikasi 
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi 
Teori tersebut merupakan solusi untuk memecahkan masalah agar terwujud implementasi kebijakan yang optimal. Teori inilah yang menjadi fokus penelitian.
· Keluaran (output), yaitu implementasi kebijakan kartu indonesia pintar akan lebih optimal.
· Hasil (outcome), yaitu program kartu Indonesia pintar tercapai.
· Umpan balik (feedback), dari output ke input.















	Implementasi Kebijakan
INPUT
Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon
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	Implementasi kebijakan KIP : 
1. communication  (komunikasi )
2. resources ( sumber Daya )
3. disposition ( disposisi )
4.bureaucratic structure ( struktur birokrasi )
Edwards dalam Agustino, (2017: 136)




	PROCESS


	

Tepat sasaran
Tidak tepatsasaran

Ketepatan sasaran dalam 
Pendataan dan pemberian KIP 
Akan lebih optimal

Faktor-faktor penghambat
1.adanya ketidaktepatsasaran penerima bantuan KIP, masih ada siswa kaya menerima dan siswa miskin tidak menerima dana KIP.
2.penggunaan dana KIP oleh wali murid tidak sesuai.
3.masih banyak wali murid belum memahami pemberkasan data pencaran KIP.


	OUTPUT

    
OUTCOME

		Upaya : siswa mendaftar dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan katu Keluarga Harapan (KKH),jika siswa tidak memiliki KKS dan KKH orang tuanya dapat meminta surat keterangan KIP pengajuan dari Desa agar dapat melengkapi syarat pendaftaran.
KIP dapat membantu masyarakat dalam perekonomian sehingga siswa dapat menyelesaikan sekolah sampai tamat (tidak putus sekolah)



Gambar 1.1 
Kerangka Pemikiran
1.7.  Definisi dan Operasional Konsep Penelitian 
1.7.1. Definisi Konsep Penelitian 
Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dalam penelitian dikemukakan sebagai berikut :
a. Implementasi adalah penerapan gagasan dengan arti yang cukup luas, implementasi adalah praktik mendasar untuk menerapkan strategi atau tujuan apapun. Tujuan dari rencana implementasi adalah untuk menerapkan strategi. 
Implementasi juga di artikan sebagai pengembangan versi kerja sistem dari desain yang di berikan.
b. Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. 
Kebijakan publik merupakan suatu aturan yang di buat pemerintah merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu.
c. Implementasi kebijakan mewujudkan suatu keputusan kebijakan yang memilki legalitas hukum bisa berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan eksekutif dll dalam bentuk program-program kerja yang merujuk pada masalah yang akan ditangani oleh kebijakan.

1.7.2. Operasional Konsep Penelitian
Tabel 1.1
 Operasional Konsep Penelitian
	Konsep penelitian
	Dimensi
	Parameter

	
Implementasi kebijakan
(Edwards III dalam Agustino, 2017 : 136)
	1. Komunikasi
	1. Transmisi
2. Kejelasan
3. Konsistensi

	
	2. Sumber daya
	1. Informasi
2. Staf 
3. Wewenang
4. Fasilitas

	
	3. Disposisi
	1. Efek Disposisi
2. Pengaturan Birokrasi
3. Insentif

	
	4. Struktur Birokrasi
	1. Standar operating prosedures (SOP)
2. Fragmentasi





1.8. Metode Penelitian
1.8.1. Metode Penelitian Yang Digunakan
Penelitian merupakan cara yang sistematis untuk mengumpulkan data dan mempresetasikannya. Dalam hal ini penulis mengemukakan bahwa : secara umum metode penelitian diartikan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu Sugiyono (2018 : 15).
 Metode Penelitian Kualitatif menurut Sugiyono (2017: 8) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis dan bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
Metode yang penulis gunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deksriptif. Alasan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, karena penelitian ini digunakan untuk dapat mengetahui Implementasi Kebijakan yang sudah berjalan atau belum, dan mencari faktor-faktor penunjang dan penghambat dari implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar, untuk menemukan dan menjelaskan implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar di SD Negeri 1 Klangenan Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon.
1.8.2. Inforaman dan Teknik Pemilihan Informan
Dalam penelitian kualitatif, informan adalah subyek penelitian yang memberikan informasi mengenai masalah yang di angkat oleh peneliti.
a. Informan Kunci, informan yang memiliki informan secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Operator dan Guru SD Negeri 1 Klangenan 
b. Informan Pendukung, Orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Dan yang menjadi informan pendukung dalam penelitian ini adalah wali murid siswa.
Pemilihan Informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan ;
a. Teknik purposif (purposive sampling)
Penliti memilih dan menetapkan secara sengaja beberapa informan yang dinilai memahami masalah yang di teliti.
b. Teknik Bola Salju (snowball sampling)
Metode untuk informan dapat mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus sehingga semakin lama jumlah informan semakin banyak dan data yang diperoleh juga semakin banyak.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :
1. Studi Kepustakaan/ Literatur
Peneliti mendapatkan data-data yang dibutuhkan dari literatur-literatur, internet, catatan-catatan, laporan dan sumber tertulis lainnya.
2. Studi Lapangan
· Wawancara/ Interview
Menurut Sugiyono (2016:317) wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebihmendalam. Khususnya tentang Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar.
· Observasi
Proses pemerolehan data informasi dari tangan pertama, dengan cara melakukan pengamatan.
· Dokumentasi
Menurut (Kurniawan, 2018:230) menyatakan bahwa dokumentasi adalah berupa catatan tertulis, tercetak, atau pandai dengan optic. Dengan bahasa lain data yang sifatnya benda mati. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non-manusia yang berupa dokumen, dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar.

1.8.4. Teknik Pengujian Keabsahan Data
Teknik keabsahan data adalah dengan menggunakan teknik Triangulasi, menurut Moleong ( 2011: 330 ) teknik Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Melalui teknik pengujian keabsahan data, penulis menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan berbagai data yang diperoleh dengan cara check, recheck, dan cross check terhadap data itu.
Triangulasi dapat dilakukan dengan berbagai cara:
a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti masyarakat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
e. Menbandingkan hasil wawancara dengan ini suatu dokumen yang berkaitan.

1.8.5. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis secara mendalam data deksriptif yang diperoleh berupa informasi lisan dan tertulis dari informan serta hasil observasi.
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan analisis deksriptif, dengan tahap berikut ini:
a. Reduksi data, yaitu memilih dan memilah data yang telah di peroleh. Reduksi data dilakukan karena data yang diperoleh dalam penelitian itu sangat banyak, tetapi tidak semua digunakan untuk penelitian.
b. Display data, yaitu data focus masalah yang berbentuk uraian, gambar, table dan sebagainya.
c. Verifikasi data, yaitu memperoleh data yang dikumpulkan kemudian dibuat pola, model, tema, hubungan,dan persamaan terhadap hal-hal yang sering muncul.
d. Penarikan kesimpulan, yaitu menyimpulkan secara logis berdasarkan reduksi dan display data serta verifikasi diatas.
1.9. Lokasi Dan Jadwal Penelitian
1.9.1 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian merupakan locus dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 1 Klangenan Kabupaten Cirebon Kecamatan Klangenan.
Beberapa alasan peneliti melakukan penelitian di SD ini, karena :
1. Ada masalah di lokasi ini tentang Implementasi Kebijakan Kaartu Indonesia Pintar yang belum optimal
2. Data mudah diperoleh
3. Lokasi penelitian terjangkau. 
Penelitian ini dilakukan selama 5 bulan dari bulan Maret sampai dengan Juli 2022 dengan jadwal sebagai berikut : 
1. 21 Maret 2022 memulai penelitian temuan masalah yang ada di SD Negeri 1 Klangenan tentang Kartu Indonesia Pintar
2. 24 Maret 2022 penelitian ke pihak SD mengkonfirmasi temuan masalah KIP untuk di tentukan judul penelitian 
3. 26 Maret 2022 memulai penelitian kepada pihak Korwil dan 
4. 28 Maret 2022 penelitian dengan meminta data siswa penerima KIP di SD Negeri 1 Klangenan tahun 2022
5. 23 Mei 2022 penelitian kembali profil SD Negeri 1 Klangenan
6. 3 Juni 2022 penelitian mekanisme penyaluran dana KIP 
7. 9 Juni 2022 penelitian jangka waktu pencairan dana KIP 
8. 13 Juni 2022 penelitian syarat untuk siswa yang mendapatakan KIP melalui kriteria yang terdapat di Dapodik 
9. 16 Juni 2022 penelitian sosialisasi KIP 
10.  3 July 2022 perbaikan hasil penelitian
11.  19 July 2022 perbaikan hasil draft skripsi.







1.9.2. Jadwal Penelitian
Tabel  1.2
Jadwal Penelitian
	
No.
	
Kegiatan
	Tahun 2022

	
	
	Maret
	April
	Mei
	Juni
	Juli
	     Agustus
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	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2

	3

	 4


	1.
	Penelitian awal/penjajagan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Penyusunan Skripsi
Penelitian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Bimbingan Skripsi
Penelitian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Seminar Skripsi
Penelitian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Penelitian lapangan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	   
	
	
	
	
	

	6.
	Olah data penelitian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	7.
	Penyusunan draft skripsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Bimbingan draft skripsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Seminar draft skripsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Revisi draft skripsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Ujian sidang skripsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	












image1.jpeg




